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LAMPIRAN 1

Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah dan Pengikatan Hak Tanggungan

terhadap Hak Guna Bangunan di atas Tanah Hak Pengelolaan di Kota M

Terbitnya HGB berdasarkan perjanjian “sewa
menyewa” antara Kolonel AB dengan PT. P |V
(Persero), namun HGB terbit an. Tuan IM

Tanah milik PT.P IV Kolonel AB sewa
(Persero) seluas 2.518 M2 pada
tahun 1974
1. Perjanjian No. SB/46/74, tanggal 23 1. Terdapat HGB No.454/Baru seluas 1.990
November 1974 M2 an. Tuan IM berdasarkan peralihan
2. Tidak ada yang menjelaskan jangka waktu hak Perjanjian PT. P |V (Persera) dengan
perjanjian tsb Kolonel AB No. SB/46/74, tanggal 23

November 1974.

2. Tanah tersebut dipecah menjadi 3 (tiga)
HGB berdasarkan Surat Keputusan
Kakantah Makassar No.
785/HGB/BPN.73.71/2009, tanggal 31
Agustus 2009, pemecahan No.
34412/2007 dan pemecahan No.
34411/2007.

+  HGB 20102, luas 1.900 M2
+  HGB 20355, luas 161 M2
+ HGB 20356, luas 165 M2

Terbitnya HGB tanpa sepengetahuan,
rekomendasi dan/atau persetujuan PT. P IV
(Persero)
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LAMPIRAN 2

Parate Eksekusi Hak Tanggungan terhadap Hak Guna Bangunan di atas

Tanah Hak Pengelolaan di Kota M

Tuan IM, memiliki
pinjaman kepada
Bank (kreditur)

I

Terbit HGB an. Tuan IM
dengan tanah yang
sama seluas 1.990 M2

BANK

Bank, selaku kreditur
mengikat HT.1 atas
HGB 20102

DREXTORAT JENDERAL KEXATARNNEGARA

KPKNL MAKASSAR

Parate Eksekusi tidak
dapat dilaksanakan
oleh KPKNL

1. Pengikatan Hak Tanggungan Pertama
(HT. 1) No. 7044/2014 terhadap Hak Guna
Bangunan No. 20102, luas 1.900 M2 atas
nama Tuan IM

2. Dilakukan suplesi kredit, dilanjutkan
dengan pengikatan HT.2 dengan APHT
No. 501/2014 tanggal 24 Juni 2014
terhadap Hak Guna Bangunan No. 20102
atas nama Tuan M

0 Pengikatan HT.1 tanpa sepengetahuan,
rekomendasi dan/atau persetujuan PT. P IV

0 Pengikatan HT. 2 tidak dapat di proses lebih
lanjut oleh BPN sebagaimana surat BPN
Kota Makassar No. 1636/300.7-
73.71/VI11I/2015 tanggal 27 Agustus 2015,
yang menyatakan menangguhkan
sementara waktu sampai adanya
pernyataan tertulis dari KT.

Eksekusi tidak dapat
dilaksanakan karena proses
pengikatan Hak
Tanggungan Pertama (HT.
1) tidak sesuaidengan
Surat Menteri Negara
Agraria/Kepala BPN M No.
630.1-3433, tanggal 17
September 1998 Perihal
Agunan Sertipikat di atas
tanah Hak Pengelolaan.

Tidak dapat dilaksanakan
oleh pihak KPKNL karena
BPN M tidak bisa
menerbitkan Surat
Keterangan Tanah
(selanjutnya disebut SKT)
disebabkan PT. P IV
(Persero) selaku pemegang
Hak Pengelolaan tidak
memberikan persetujuan
eksekusi terhadap Hak
Guna Bangunan Tuan IM di
atas tanah Hak
Pengelolaan PT. P IV
(Persero) karena objek
agunan masih dalam
sengketa.
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LAMPIRAN 3

Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah dan Pengikatan Hak Tanggungan

Atas HGB di atas tanah HPL, di Kota L, Provinsi A.

Q

PT. K PT. KBT n
(Pemegang HPL) (Penyewa)

—— 4 qﬁ.
= v
Terbitnya SHGB = A
Terbitnya SHGB No 83, 85, 86, =S -
No 83, 85, 86, oamTat | 0 frmmmemgemm e T e

109 an. PT. KBT tanpa l Notaris l Kantor

persetujuan Pertanahan
tertulis PT. K

- w

Kantor Pertanahan
tidak bersedia

kal
et Keterangan,
bersih dan Pendaftaran Tanah

pengikatan HT {SKPT) meng monginaal

telah dilakukan

{ Hak Pengelolaan

SHGB Mo 83, 85, 86, 109
an Tn. T dijadikan agunan
dan telah terbit Hak_
Tanggunaan
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LAMPIRAN 4

Parate Eksekusi Hak Tanggungan Atas HGB di atas Tanah HPL Kasus di

Kota L Provinsi A

Tn. T memiliki
pinjaman

Kepada Bank

3 I

1. Pengikatan HT tanpa
sepengetahuan dan/atau
persetujuan PT. K (Pemegang
HPL)

. A
v \Y .
\ oleh KPKNL Kota L

Tidak dapat
dilaksanakan oleh
KPKNL Kota L karena
Kantor Pertanahan
tidak bersedia
mengeluarkan Surat
Keterangan
Pendaftaran Tanah

(SKPT) mengingat

persetujuan/izin
tertulis dari PT. K
selaku pemegang Hak_
Pengelolaan
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LAMPIRAN 5.a

KUISIONER RESPONDEN

(KREDITOR/ BANK)

Lembaga tempat bekerja :

Jabatan

Jenis kelamin

Pendidikan terakhir

Umur

Jawablah pertanyaan di bawah ini

1.

Apakah yang saudara ketahui tentang Hak Pengelolaan dan aturan
hukum yang mengaturnya?

Apakah yang saudara ketahui tentang Hak Guna Bangunan di atas
tanah Hak Pengelolaan?

Bagaimana proses pemberikan Hak Guna Bangunan oleh pemegang
Hak Pengelolaan?

Jelaskan jangka waktu Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak
Pengelolaan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Menurut saudara, apakah jangka waktu Hak Guna Bangunan di atas
tanah Hak Pengelolaan harus mengikuti jangka waktu yang
terkandung dalam “perjanjian penggunaan tanah Hak Pengelolaan”
yang dibuat antara penerima Hak Guna Bangunan dan pemegang

Hak Pengelolaan?



10.

11.

12.

13.
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Apakah proses peralihan Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak
Pengelolaan sama dengan Hak Guna Bangunan murni?

Apakah setiap proses peralihan dan pengikatan Hak Tanggungan atas
Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan wajib mengikuti
klausula dalam Perjanjian Penggunaan Tanah?

Menurut saudara, apabila jangka waktu “Perjanjian Penggunaan
Tanah di atas Hak Pengelolaan” telah habis (Jatuh Tempo) dan tidak
diperpanjang oleh pemegang Hak Pengelolaan, apakah serta merta
akan menghapuskan Hak Guna Bangunan yang telah terbit di atas
Hak Pengelolaan? Jelaskan ketentuan yang mengaturnya.

Apakah Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan dapat
dijadikan agunan di Bank?

Apakah Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan dapat
dilakukan pengikatan Hak Tanggungan?

Bagaimana proses pengikatan Hak Tanggungan atas Hak Guna
Bangunan di atas tanah Hak Penelolaan?

Apakah proses pengikatan Hak Tanggungan atas Hak Guna
Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan sama dengan Hak Guna
Bangunan Murni?

Apakah Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan yang sudah
diikat Hak Tanggungan dapat dilakukan parate eksekusi atau lelang

atas Hak Tanggungan tersebut?



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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Apa saja syarat yang harus dipenuhi, apabila Kreditor/ Bank akan
mengajukan parate eksekusi Hak Tanggungan atas Hak Guna
Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan?

Bagaimana proses lelang/ parate eksekusi Hak Tanggungan atas Hak
Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan?

Jelaskan ketentuan yang mengatur dalam proses parate eksekusi Hak
Tanggungan atas Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak
Pengelolaan?

Bagaimana konsekuensi hukum apabila terdapat syarat yang tidak
dapat dipenuhi oleh Kreditor dalam pengajuan parate eksekusi Hak
Tanggungan kepada Kantor KPKNL?

Apa upaya hukum yang dilakukan oleh Kreditor/ Bank apabila
permohonan parate ekesekusi Hak Tanggungan di tolak oleh Kantor
KPKNL?

Apakah peralihan (jual beli) Hak Guna Bangunan di atas Hak
Pengelolaan bisa dituangkan dalam klausula “Perjanjian Penggunaan
Tanah Hak Pengelolaan” antara Pihak Ketiga dengan pihak
pemegang Hak Pengelolaan, sepanjang jangka waktu Hak Guna
Bangunan di atas Hak Pengelolaan belum jatuh tempo?

Apakah bisa dilakukan relaksasi terhadap Pasal 34 ayat (7) Peraturan
Pemerintah No. 4 Tahun 1996 yang menyatakan bahwa setiap ada
peralihan (jual beli) dan pengikatan Hak Tanggungan harus izin

kepada pemegang Hak Pengelolaan diubah menjadi bisa tanpa izin
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apabila jangka waktu perjanjian masih berlaku dan tidak ada

perubahan spesifikasi/ fungsi bangunan pada saat perjanjian dibuat?
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LAMPIRAN 5.b
KUISIONER RESPONDEN

(KANTOR PERTANAHAN)

Lembaga tempat bekerja

Jabatan

Jenis kelamin

Pendidikan terakhir :

Umur :

Jawablah pertanyaan di bawah ini

1.

Apakah yang saudara ketahui tentang Hak Pengelolaan dan aturan
hukum yang mengaturnya?

Apakah yang saudara ketahui tentang Hak Guna Bangunan di atas
tanah Hak Pengelolaan?

Bagaimana proses pemberikan Hak Guna Bangunan oleh pemegang
Hak Pengelolaan?

Jelaskan jangka waktu Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak
Pengelolaan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang Hak Pengelolaan
dan Pihak Ill yang akan diberikan Hak atas Tanah di atas Tanah Hak
Pengelolaan?

Menurut saudara, apakah jangka waktu Hak Guna Bangunan di atas
tanah Hak Pengelolaan harus mengikuti jangka waktu yang

terkandung dalam “perjanjian penggunaan tanah Hak Pengelolaan”



9.
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yang dibuat antara penerima Hak Guna Bangunan dan pemegang
Hak Pengelolaan?

Menurut saudara, apabila jangka waktu “Perjanjian Penggunaan
Tanah di atas Hak Pengelolaan” telah habis (Jatuh Tempo) dan tidak
diperpanjang oleh pemegang Hak Pengelolaan, apakah serta merta
akan menghapuskan Hak Guna Bangunan yang telah terbit di atas
Hak Pengelolaan? Jelaskan ketentuan yang mengaturnya.

Apakah proses peralihan Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak
Pengelolaan sama dengan Hak Guna Bangunan murni?

Apakah peralihan (jual beli) Hak Guna Bangunan di atas Hak
Pengelolaan bisa dituangkan dalam klausula “Perjanjian Penggunaan
Tanah Hak Pengelolaan” antara Pihak Ketiga dengan pihak
pemegang Hak Pengelolaan, sepanjang jangka waktu Hak Guna

Bangunan di atas Hak Pengelolaan belum jatuh tempo?

10. Apakah Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan dapat

11.

12.

13.

dijadikan agunan di Bank?

Apakah Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan dapat
dilakukan pengikatan Hak Tanggungan?

Bagaimana proses pengikatan Hak Tanggungan atas Hak Guna
Bangunan di atas tanah Hak Penelolaan?

Apakah proses pengikatan Hak Tanggungan atas Hak Guna
Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan sama dengan Hak Guna

Bangunan Murni?
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14. Apakah Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan yang sudah
diikat Hak Tanggungan dapat dilakukan parate eksekusi atau lelang
atas Hak Tanggungan tersebut?

15. Apa syarat yang harus dilengkapi oleh Kreditor/ Bank apablila ada
penerbitan Hak Guna Bangunan di atas Tanah Pengelolaan?

16. Apakah bisa dilakukan relaksasi terhadap Pasal 34 ayat (7) Peraturan
Pemerintah No. 4 Tahun 1996 yang menyatakan bahwa setiap ada
peralihan (jual beli) dan pengikatan Hak Tanggungan harus izin
kepada pemegang Hak Pengelolaan diubah menjadi bisa tanpa izin
apabila jangka waktu perjanjian masih berlaku dan tidak ada

perubahan spesifikasi/ fungsi bangunan pada saat perjanjian dibuat?
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LAMPIRAN 5.c

KUISIONER RESPONDEN

(NOTARIS/ PPAT)

Lembaga tempat bekerja

Jabatan

Jenis kelamin

Pendidikan terakhir :

Umur :

Jawablah pertanyaan di bawah ini

1.

Apakah yang saudara ketahui tentang Hak Pengelolaan dan aturan
hukum yang mengaturnya?

Apakah yang saudara ketahui tentang Hak Guna Bangunan di atas
tanah Hak Pengelolaan?

Bagaimana proses pemberikan Hak Guna Bangunan oleh pemegang
Hak Pengelolaan?

Jelaskan jangka waktu Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak
Pengelolaan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Apakah saudara pernah melakukan proses peralihan dan pengikatan
Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan?

Syarat apa saja yang perlu diperhatikan dalam proses peralihan dan
pengikatan Hak Tanggungan atas Hak Guna Bangunan di atas tanah

Hak Pengelolaan?



10.

11.

12.

13.

14.
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Apakah terdapat kendala dalam proses peralihan dan pengikatan Hak
Tanggungan atas Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak
Pengelolaan?

Apakah setiap proses peralihan dan pengikatan Hak Tanggungan atas
Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan, wajib meneliti
klausula dalam Perjanjian Tanah?

Menurut saudara, apakah jangka waktu Hak Guna Bangunan di atas
tanah Hak Pengelolaan harus mengikuti jangka waktu yang
terkandung dalam “perjanjian penggunaan tanah Hak Pengelolaan”
yang dibuat antara penerima Hak Guna Bangunan dan pemegang
Hak Pengelolaan?

Apakah proses peralihan Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak
Pengelolaan sama dengan Hak Guna Bangunan murni?

Menurut saudara, apabila jangka waktu “Perjanjian Penggunaan
Tanah di atas Hak Pengelolaan” telah habis (Jatuh tempo) dan tidak
akan menghapuskan Hak Guna Bangunan yang telah terbit di atas
tanah Hak Pengelolaan dan jelaskan ketentuan yang mengaturnya?
Apakah Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan dapat
dijadikan agunan di Bank?

Apakah Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan dapat
dilakukan pengikatan Hak Tanggungan?

Bagaimana proses pengikatan Hak Tanggungan atas Hak Guna

Bangunan di atas tanah Hak Penelolaan?
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15. Apakah proses pengikatan Hak Tanggungan atas Hak Guna
Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan sama dengan Hak Guna
Bangunan Murni?

16. Apakah Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan yang sudah
diikat Hak Tanggungan dapat dilakukan parate eksekusi atau lelang

atas Hak Tanggungan tersebut?
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LAMPIRAN 5.d

KUISIONER RESPONDEN

(KPKNL)

Lembaga tempat bekerja

Jabatan

Jenis kelamin

Pendidikan terakhir :

Umur :

Jawablah pertanyaan di bawah ini

1.

Apakah Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan yang sudah
diikat Hak Tanggungan dapat dilakukan parate eksekusi atau lelang
atas Hak Tanggungan tersebut?

Apa saja syarat yang harus dipenuhi, apabila Kreditor/ Bank akan
mengajukan parate eksekusi Hak Tanggungan atas Hak Guna
Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan?

Bagaimana proses lelang/ parate eksekusi Hak Tanggungan atas Hak
Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan?

Jelaskan ketentuan yang mengatur dalam proses parate eksekusi Hak
Tanggungan atas Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak
Pengelolaan?

Bagaimana konsekuensi hukum apabila terdapat syarat yang tidak
dapat dipenuhi oleh Kreditor dalam pengajuan parate eksekusi Hak

Tanggungan kepada Kantor KPKNL?
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LAMPIRAN 5.e

KUISIONER RESPONDEN

(PEMEGANG HAK PENGELOLAAN)

Lembaga tempat bekerja

Jabatan

Jenis kelamin

Pendidikan terakhir :

Umur :

Jawablah pertanyaan di bawah ini

1.

Apakah yang saudara ketahui tentang Hak Pengelolaan dan aturan
hukum yang mengaturnya?

Apakah yang saudara ketahui tentang Hak Guna Bangunan di atas
tanah Hak Pengelolaan?

Bagaimana proses pemberikan Hak Guna Bangunan oleh pemegang
Hak Pengelolaan?

Jelaskan jangka waktu Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak
Pengelolaan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Menurut saudara, apakah jangka waktu Hak Guna Bangunan di atas
tanah Hak Pengelolaan harus mengikuti jangka waktu yang
terkandung dalam “perjanjian penggunaan tanah Hak Pengelolaan”
yang dibuat antara penerima Hak Guna Bangunan dan pemegang

Hak Pengelolaan?



10.

11.

12.

13.
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Apakah proses peralihan Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak
Pengelolaan sama dengan Hak Guna Bangunan murni?

Menurut saudara, apabila jangka waktu “Perjanjian Penggunaan
Tanah di atas Hak Pengelolaan” telah habis (Jatuh Tempo) dan tidak
diperpanjang oleh pemegang Hak Pengelolaan, apakah serta merta
akan menghapuskan Hak Guna Bangunan yang telah terbit di atas
Hak Pengelolaan? Jelaskan ketentuan yang mengaturnya.

Apakah dalam pembuatan Perjanjian Penggunaan Tanah dalam
rangka pemberian Ha katas tanah di atas Hak Pengelolaan oleh
Pemegang Hak Pengelolaan atau dibuat berdasarkan atas manfaat
kedua belah pihak?

Apakah Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan dapat
dijadikan agunan di Bank?

Apakah Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan dapat
dilakukan pengikatan Hak Tanggungan?

Bagaimana proses pengikatan Hak Tanggungan atas Hak Guna
Bangunan di atas tanah Hak Penelolaan?

Apakah proses pengikatan Hak Tanggungan atas Hak Guna
Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan sama dengan Hak Guna
Bangunan Murni?

Apakah Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan yang sudah
diikat Hak Tanggungan dapat dilakukan parate eksekusi atau lelang

atas Hak Tanggungan tersebut?
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14. Apa saja syarat yang harus dipenuhi, apabila Kreditor/ Bank akan

15.

16.

mengajukan parate eksekusi Hak Tanggungan atas Hak Guna
Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan?

Bagaimana proses lelang/ parate eksekusi Hak Tanggungan atas Hak
Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan?

Jelaskan ketentuan yang mengatur dalam proses parate eksekusi Hak
Tanggungan atas Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak

Pengelolaan?
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LAMPIRAN 6

KONSEP

PERJANJIAN PENGGUNAAN TANAH (PPT)

PERJANJIAN
ANTARA
PT. X (persero)
DENGAN PT. Y
TENTANG
PERJANJIAN PENGUNAAN TANAH (PPT) PT. X (persero)

Nomor :

Pada hariini ...... ytanggal ..o (DD-MM-YYYY), bertempat di
.......... yang bertanda tangan dibawah ini :

. Drs......cccceeen. , Kepala Divisi Regional | PT. X (Persero)
Sumatera Utara & NAD, berkedudukan di ............. , dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama PT. X (Persero) Divisi Regional |
........ sesuai Surat Keputusan Direksi PT. X (Persero) Nomor :
.................... , untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

. H. , Direktur Utama PT. Y yang anggaran dasarnya
telah dibuat dlhadapan Notaris ............... , S.H, Nomor 01
tanggal 02 Januari 2006, berkedudukan di Jalan
.................................. dan telah mendapat pengesahan dari
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
N o R Tahun ........... tanggal ............. , untuk
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikat diri dalam
Perjanjian Penggunaan Tanah (PPT) milik PT. X (Persero) yang terletak di
.............. yang luasnya ...... m? (......... meter persegi) yang
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dipergunakan oleh PIHAK KEDUA pada periode tahun ............. sampai
dengan tahun .......... dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut:

(1)

(2)
()

(1)

(2)
3)

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK PERTAMA mengajukan penggunaan sebidang tanah
pengelolaan milik PT. X (Persero) yang terletak di ............. yang
luasnya ....... 00 G (AU meter persegi) kepada PIHAK KEDUA
dan PIHAK KEDUA, setuju penggunaan tanah tersebut dari
PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan menggunakan tanah tersebut untuk ..............
Penggunaan tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas agar
menyesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan
Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dan Pemerintah Daerah
setempat.

PASAL 2
TANAH

Lokasi tanah milik PIHAK PERTAMA yang dipergunakan untuk
maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah :
Luas tanah: ...... M2 (cevenenen. meter persegi). Sebagaimana

yang disajikan pada gambar situasi tanah terlampir yang
ditandatangani oleh Kedua Pihak dan merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Alamat

Kelurahan

Kecamatan

Kota

Provinsi

Surat Ukur ;
Tanah di atas Hak Pengelolaan dengan Sertipikat Hak Pengelolaan
Nomor ......... atas nama PT X (persero)
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PASAL 3
KEWAJIBAN DAN HAK

(1) KEWAJIBAN:
a. PIHAK PERTAMA :

1.

2.

Menyediakan tanah sebagaimana tersebut dalam Pasal
2.

Menjamin bahwa hak-hak atas Tanah yang diberikan
tidak ada tuntutan maupun gugatan dari Pihak manapun
juga, yang menyatakan telah mempunyai hak terdahulu
atau turut mempunyai terhadap hak atas tanah yang
akan digunakan oleh PIHAK KEDUA.

b. PIHAK KEDUA :

1.

2.

3.

Membayar biaya penggunaan tanah HPL atas nama
PIHAK PERTAMA.
Menjaga luas dan batas-batas tanah HPL sebagaimana
dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini.
Menjaga ketertiban, kebersihan dan keindahan (K3) atas
penggunaan tanah HPL sebagaimana dimaksud Pasal 2
Perjanjian ini.
Ikut mengamankan hak atas tanah sebagaimana
dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini.
Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak-pajak
dan biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan
Perjanjian ini, kecuali Pajak Penghasilan (PPh).
Bertanggung jawab sepenuhnya atas segala risiko yang
disebabkan oleh adanya penggunaan tanah.
Bersedia mengurus surat-surat izin lainnya jika
diwajibkan oleh PIHAK PERTAMA.
Wajib mengurus HPL atas nama PT. X (Persero) serta
mengurus HGB atas nama PIHAK KEDUA, bila berakhir
dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah Pihak.
a. Biaya yang timbul akibat adanya pengosongan rumah
masyarakat yang berdiri dilokasi tanah yang dipakai dan
biaya pengurusan HPL atas nama PT. X (Persero)
sebesar Rp. ......... (terbilang) akan ditanggung secara
proporsional oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
dengan perincian sebagai berikut :

1). PIHAK PERTAMA akan menanggung sebesar

50% X Rp. ....cc..... -=Rp. oo -
terbilang : ......... juta rupiah.

2.) PIHAK KEDUA akan menanggung sebesar
50% X Rp. ..o -=Rp. -

Terbilang : ................ juta rupiah.
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b. Penggantian biaya pengosongan kepada PIHAK
KEDUA sebesar Rp. .............. I CUPT juta rupiah)
akan dicicil oleh PIHAK PERTAMA yang
diperhitungkan pada Kontrak PIHAK KEDUA
dengan perincian shb :

1) Cicilan pada Kontrak 5 tahun pertama

sebesar 35% x Rp. ............ = RP. e -
2.) Cicilan pada Kontrak 5 tahun kedua
sebesar 35% X Rp. ............ = RpP. v -
3.) Cicilan pada Kontrak 5 tahun ketiga
sebesar 30% X Rp. ............ = RpP. i -
Jumlah ... = Rp.
Terbilang : ............ juta rupiah.

(2) HAK :

a. PIHAK PERTAMA :

1.
2.

Menerima biaya penggunaan tanah dari PIHAK KEDUA.
Menegur/memberi peringatan kepada PIHAK KEDUA
apabila PIHAK KEDUA telah menyalahgunakan
peruntukan atau melanggar Perjanjian.

b. PIHAK KEDUA :

1.

Mempergunakan tanah untuk tujuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 selama masa Perjanjian
Penggunaan Tanah HPL.

. Mengalihkan hak atas objek tanah baik melalui jual beli

atau Pelelangan Hak Tanggungan kepada Pihak Ketiga.
Menjaminkan dan membebani Hak Tanggungan atas
objek jaminan berupa HGB diatas tanah HPL kepada
Pihak Ketiga.

Menyewakan objek tanah kepada Pihak Ketiga.

Hak-hak PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam
pasal 3 ayat (2) huruf (b) Perjanjian ini dapat
dilaksanakan oleh Pihak Kedua dengan dan atau tanpa
persetujuan PIHAK PERTAMA sepanjang masih dalam
jangka waktu, fungsi, dan atau pemanfaatan objek tanah
HPL masih sesuai dengan isi atau klausula dalam
Perjanjian ini.
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PASAL 4
BIAYA PENGGUNAAN TANAH

Biaya penggunaan tanah sebagaimana dimaksud Pasal 2 selama 30
(tiga puluh) tahun adalah sebesar Rp. ................ I (PP juta rupiah)
telah termasuk didalamnya PPN sebesar 10%.

(1)

(2)

3)

(4)

(5)

(1)

PASAL 5
TATA CARA PEMBAYARAN

Pembayaran biaya penggunaan tanah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4, harus dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK
PERTAMA saat perjanjian ditandatangani.

Pembayaran biaya penggunaan tanah oleh PIHAK KEDUA disetor
langsung kepada PIHAK PERTAMA melalui Kas Besar Kantor PT.
X (Persero) Divisi Regional I .............. diJalan ..............

Sebagai bukti pembayaran biaya penggunaan tanah PIHAK
PERTAMA akan menerbitkan Kuitansi Pembayaran atau ..........
atas nama PIHAK KEDUA.

Apabila pembayaran biaya penggunaan tanah tanah sebagaimana
dimaksud ayat (1) Pasal ini dilampaui, maka PIHAK KEDUA
dikenakan denda untuk setiap hari kelambatan sebesar 1% (satu
permil) dari jumlah pembayaran biaya penggunaan tanah yang
harus dilunasi.

Apabila denda sebagaimana dimaksud ayat (4) telah mencapai 5%
(lima persen) dan PIHAK PERTAMA telah memberikan surat
peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan
tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari namun
PIHAK KEDUA belum juga melunasi, maka PIHAK KEDUA harus
segera melakukan pengosongan tanah berikut bangunan
diatasnya, tanpa menuntut ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku selama jangka waktu Hak Guna Bangunan di
atas tanah Hak Pengelolaan terbit yaitu 30 (tiga puluh) tahun
terhitung sejak tanggal ............ sampai dengan ............ dan dapat
diperpanjang atas kesepakatan Kedua Pihak.
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(2) Apabila Perjanjian ini akan diperpanjang, PIHAK KEDUA harus

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

memberitahukan secara tertulis maksud tersebut kepada PIHAK
PERTAMA paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan sebelum
berakhirnya Perjanjian ini.

PASAL 7
PEMBATALAN PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA dengan ini menjamin bahwa pihaknya
membebaskan PIHAK KEDUA dari segala keluhan, klaim, tuntutan,
dan/atau kerugian PIHAK manapun juga sehubungan dengan
PERJANJIAN, sehingga hal-hal demikian sepenuhnya menjadi
risiko dan beban serta tanggung jawab PIHAK PERTAMA,
terkecuali hal tersebut terbukti merupakan kesalahan atau kelalaian
PIHAK KEDUA.

Apabila salah satu PIHAK melanggar ketentuan sebagaimana
diatur dalam Perjanjian, maka PIHAK PERTAMA atau PIHAK
KEDUA berhak untuk membatalkan Perjanjian ini secara sepihak
setelah memberi surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut —
turut dengan tenggang waktu masing — masing 14 (empat belas)
hari.

Apabila terjadi pembatalan atau pemutusan hubungan Perjanjian
sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan (2) disebabkan oleh
kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA harus
mengosongkan bangunan yang berada di atas tanah HPL
sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini tanpa menuntut ganti
rugi dari PIHAK PERTAMA dan menyerahkan tanah dan bangunan
dalam keadaan kosong tanpa beban apapun diatasnya kepada
PIHAK PERTAMA.

Apabila terjadi pembatalan atau pemutusan hubungan Perjanjian
sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan (2) disebabkan oleh
kelalaian PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA harus
mengembalikan biaya penggunaan tanah yang telah dibayarkan
oleh PIHAK KEDUA secara proporsional sesuai dengan jangka
waktu pemakaian.

Apabila ternyata penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3) tidak dilaksanakan, maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan
pengosongan secara paksa dengan bantuan Pihak yang berwajib
dan biaya pengosongan dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
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Apabila PIHAK KEDUA hendak melanjutkan Perjanjian kembali
dengan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA harus melunasi
biaya biaya penggunaan tanah yang terhutang berikut dendanya.

Terhadap pembatalan / pemutusan perjanjian oleh PIHAK
PERTAMA sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini Kedua Pihak
sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH
Perdata.

PASAL 8
LARANGAN

PIHAK KEDUA dilarang melakukan perubahan pada batas — batas
tanah, sehingga luas tanah dan bentuk tanah HPL sebagaimana
dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA dilarang mengalihfungsikan seluruh atau sebagian
dari tanah HPL sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini untuk
kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

PIHAK KEDUA dilarang mempergunakan tanah HPL sebagaimana
dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini untuk kegiatan yang melanggar
norma dan hukum yang berlaku di Indonesia serta tidak menjual
produk atau jasa selain yang diatur dalam Perjanjian ini, kecuali
ada Permohonan dari PIHAK KEDUA dan persetujuan dari PIHAK
PERTAMA untuk mengalihkan mengganti kegiatan Usaha yang
akan diatur dalam Perjanjian Tambahan Addendum.

PASAL 9
KEADAAN MEMAKSA/ FORCE MAJEURE

Apabila terjadi hal — hal diluar kekuasaan manusia (Force Majeure)
yang menimpa salah satu Pihak, maka Kedua Pihak akan segera
berunding menentukan penyelesaian selanjutnya.

Yang termasuk Force Majeure adalah pemogokan, gempa bumi,
banjir, sabotase, pemberontakan, huru — hara, tindakan Pemerintah
dibidang politik dan Moneter, sehingga PIHAK KEDUA tidak
mampu memenuhi kewajiban / prestasi.
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Bila terjadi Force Majeure maka PIHAK KEDUA harus
memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis dalam
jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terjadinya
Force Majeure dengan disertai pernyataan tertulis dari Pejabat
yang berwenang dengan pos tercatat.

Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan PIHAK KEDUA
tidak memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA, maka Force
Majeure dianggap tidak ada.

PIHAK PERTAMA tidak dapat menuntut kerugian maupun
kerusakan karena keterlambatan pengiriman yang disebabkan oleh
Force Majeure.

PASAL 10
PERSELISIHAN

PERJANJIAN ini hanya dapat ditafsirkan menurut dan berdasarkan
hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik
Indonesia.

Semua dan tiap-tiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang
timbul diantara PARA PIHAK di dalam melaksanakan
PERJANJIAN ini akan diselesaikan secara musyawarah dan
mufakat dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari
kalender.

Bilamana cara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (2) tersebut diatas tidak tercapai, maka PARA
PIHAK sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang
timbul melalui pengadilan.

Untuk maksud tersebut PARA PIHAK dengan ini memilih tempat
kedudukan hukum (domisili) yang tetap di kantor Kepaniteraan
Pengadilan Negeri .......
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PASAL 11
BIAYA DAN PAJAK

(1) Biaya — biaya yang berkaitan dengan pembuatan Perjanjian ini
menjadi beban PIHAK KEDUA.

(2) Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak lainnya yang timbul sebagai
akibat ditandatanganinya Perjanjian ini sepenuhnya menjadi beban
PIHAK KEDUA, kecuali Pajak yang menjadi beban PIHAK
PERTAMA.

PASAL 12
PENGAWASAN

Pengawasan terhadap pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan oleh
PIHAK PERTAMA, dalam hal ini Pejabat yang ditunjuk untuk
mengawasi adalah sebagai berikut :

1. Kepala Seksi Tanah dan Bangunan di .........
2. Kepala UPT ......... (o [

PASAL 13
PEMBERITAHUAN

Apabila dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atau
sebaliknya baik secara tertulis, telepon, telegram, telex maupun radio,
dialamatkan kepada kantor masing — masing Pihak sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA
PT. X (Persero)
DIVISI REGIONAL | SUMATERA UTARA & NAD
Jalan
Facs
Telepon

2. PIHAK KEDUA
PT.Y

Jalan
Facs
Telepon
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PASAL 14
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam PERJANJIAN
ini  maupun perubahan yang perlu dilakukan terhadap
PERJANJIAN ini akan diatur kemudian atas kesepakatan PARA
PIHAK dan dituangkan dalam PERJANJIAN Tambahan yang
merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan
PERJANJIAN ini.

Semua lampiran yang disebut dalam PERJANJIAN ini dan atau
surat-surat yang berhubungan dengan PERJANJIAN ini
merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari PERJANJIAN.

Perubahan terhadap satu atau lebih ketentuan-ketentuan dalam
PERJANJIAN ini hanya dapat dibuat dan dilakukan atas
kesepakatan bersama dari PARA PIHAK, dan perubahan tersebut
dibuat berdasarkan satu atau lebih dokumen atau instrumen tertulis
yang ditandatangani sebagaimana mestinya oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Kedua Pihak diatas
kertas bermaterai secukupnya dalam rangkap 2 (dua), satu berkas untuk
PIHAK PERTAMA dan satu berkas untuk PIHAK KEDUA. Masing —
masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan mengikat Kedua

Kota, DD MM YYYY

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA



